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Yth. Sekretaris Utama BPKP
u.p. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola
di Jakarta

Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Tenggara Triwulan | Tahun 2023.

A.Dasar Penugasan

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 20 tahun 2023 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

Surat Tugas Kepala Perwakilan Nomor OT.04/ST-307/PW20/6/2023 tanggal
27 Maret 2023 tentang Koordinasi Pengawasan dan Penyusunan Laporan
Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara s.d. Triwulan | Tahun
2023.

B. Tujuan Penugasan

Tujuan penugasan adalah menyajikan informasi antara lain:

1.

Perkembangan capaian kinerja outcome pengawasan Triwulan | Tahun 2023
berdasarkan Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2023.

Perkembangan capaian kinerja output pengawasan Triwulan | Tahun 2023
berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2023.

Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berupa realisasi

penugasan pengawasan (PP).
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4. Penggunaan Hari Produktif.

5. Penyerapan Anggaran.

6. Kendala pencapaian target kinerja dan strategi peningkatan kinerja Perwakilan

BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara.

C. Waktu Pelaksanaan

Penugasan dilaksanakan selama delapan hari kerja mulai tanggal 27 Maret s.d.
5 April 2023.

D. Capaian Kinerja Triwulan | Tahun 2023

Capaian kinerja Triwulan | Tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Pencapaian Target Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja

Pencapaian target outcome sampai dengan Triwulan | Tahun 2023 sesuai

dengan Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara baru

terealisasi 11 (sebelas) indikator IKU atau 36,67 % dari 30 IKU pada lima sasaran

strategis kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

No

Sasaran Strategis/ Indikator
Kinerja

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Meningkatnya Pengawasan
Pembangunan atas Akuntabilitas
Keuangan Negara/Daerah

Nilai  efisiensi pengeluaran
negara dan daerah

136.270,00

125.880,45

92,38

Nilai penyelamatan keuangan
negara dan daerah

56.684,00

338,44

0,60

Meningkatnya Pengawasan
Pembangunan atas
Pembangunan Nasional

Persentase hambatan
pelaksanaan pembangunan
yang diselesaikan

85,00

100,00

117,65

Meningkatnya Pengawasan
Pembangunan atas Efektivitas
Pengendalian Korupsi

Persentase hasil pengawasan
represif yang
dimanfaatkan/ditindaklanjuti

100,00

100,00

100,00

Meningkatnya Pengawasan
Pembangunan atas Kualitas
Pengendalian Intern K/L/P/BU

Jumlah APIP Provinsi dengan
Kapabilitas APIP >= Level 3

1,00

1,00

100,00
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No Sasaran Strategis/ Indikator Target Realisasi Capaian
Kinerja (%)

2) | Jumlah APIP Kabupaten/Kota 10,00 2,00 20,00
dengan Kapabilitas APIP >=
Level 3

3) | Jumlah Provinsi dengan 1,00 1,00 100,00
Maturitas SPIP >= Level 3

4) | Jumlah Kabupaten/Kota dengan 12,00 7,00 58,33
Maturitas SPIP >= Level 3

5) | Jumlah Desa yang pengelolaan 25,00 20,00 80,00
keuangannya akuntabel

e | Meningkatnya Kualitas Tata
Kelola Unit Kerja

1) | Skor IKPA Unit Kerja 95,00 100,00 105,26

Rincian rencana dan realisasi outcome pengawasan Triwulan | Tahun 2023

disajikan pada Lampiran 1.

Pencapaian masing-masing IKU tersebut merupakan kontribusi dari
enam PKPT, enam topik, dan 24 kegiatan pengawasan, dengan rincian sebagai
berikut:

No Indikator Kinerja Jumlah
i Keterangan
PKPT Topik ST
1) | Nilai efisiensi pengeluaran 1 1 6 Kegiatan
negara dan daerah
Pengawasan
2) | Nilai penyelamatan 1 1 1 Kegiatan
keuangan negara dan
daerah Pengawasan
3) | Persentase hambatan 1 1 3 Kegiatan
pelaksanaan pembangunan
yang diselesaikan Pengawasan
4) | Persentase hasil 1 1 6 Kegiatan
pengawasan represif yang
dimanfaatkan/ditindaklanjuti Pengawasan
5) | Jumlah Desa yang 2 2 8 Kegiatan
pengelolaan keuangannya
akuntabel Pengawasan
Total 6 6 24

Rincian pelaksanaan PKPT, Topik dan PP Triwulan | Tahun 2023 berdasarkan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 2.
. Pencapaian Target Output Pengawasan

Pencapaian target laporan sampai dengan Triwulan | Tahun 2023 sesuai
dengan RKA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara sudah terealisasi
sebanyak 31,25 (tiga puluh satu koma dua puluh lima) laporan atau 28,67 % dari

109 Laporan, dengan rincian sebagai berikut.
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No

Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian

(Laporan) (Laporan) (%)

3701.FAG.711- Rekomendasi Hasil
Koordinasi Perencanaan, Evaluasi,

Pelaporan, dan Tindak Lanjut

2 1 50,00

3701.FAG.U11- Rekomendasi Hasil
Pengawasan atas Akuntabilitas
Keuangan Negara. Negara dan

Desa

60,00

3701.FAG.U31- Rekomendasi Hasil
Pengawasan atas Akuntabilitas
Kekayaan Negara/Daerah yang
Dipisahkan dan BLU/BLUD

3701.FAG.028- Rekomendasi Hasil
Pengawasan Strategis

Nasional/Daerah

26 9 34,62

3701.UAG.U21 - Rekomendasi Hasil
Pengawasan atas Sektor
Pengembangan Sumber Daya

Manusia

22,22

3701.UAG.U22 - Rekomendasi Hasil
Pengawasan atas Sektor

Infrastruktur dan Konektivitas

16,67

3701.UAG.U23 - Rekomendasi Hasil
Pengawasan atas Sektor

Pembangunan Ekonomi

120,00

3701.UAG.U27 -Rekomendasi Hasil
Pengawasan atas Sektor

Pembangunan Daerah

3701.UAG.U41 - Rekomendasi Hasil
Pengawasan atas Pengendalian

Kecurangan

50,00

10

3701.UAG.U52 - Rekomendasi Hasil
Pengawasan Manajemen Risiko
atas Kualitas Pengendalian Intern

Pemerintah Daerah

15 1 6,67

11

3701.UAG.U53- Rekomendasi Hasil

Pengawasan Manajemen Risiko
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atas Kualitas Pengendalian Intern
Badan Usaha
12 | 3676.EBA.962 - Layanan Umum 1 0,25 25,00
13 | 3676.EBA.994 - Layanan 1 0,25 25,00
Perkantoran
14 | 3767.EBB.951 - Layanan Sarana 27 14 51,85
Internal
Total 109 37,50 34,40

Rincian pelaksanaan target, realisasi dan capaian Triwulan | Tahun 2023
berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 3.1.
Realisasi pencapaian indikator tersebut dalam rangka menyajikan informasi atas
23 (tiga puluh tiga) topik yang dilaksanakan oleh 5 (lima) bidang yaitu Bidang
Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat, Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah, Bidang Akuntan negara, Bidang Perencanaan, Pelaporan dan
Pembinaan APIP dan Bidang Investigasi dengan rincian disajikan pada
Lampiran 3.2.

E. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara sampai
dengan Triwulan | Tahun 2023 sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran
Triwulan | Tahun 2023 sebesar Rp4.680.912.428,00 atau 20,52% dari anggaran
sebesar Rp 22.811.114.000,00 pada seluruh atau 14 (empat belas) rincian output
yang telah ditetapkan melalui RKA.

Rencana dan realisasi anggaran Triwulan | Tahun 2023 berdasarkan rencana

output disajikan pada Lampiran 3.1.

Dari realisasi anggaran tersebut, untuk kegiatan pengawasan adalah sebesar
Rp637.209.049,00 atau 16,95% dari Rp3.759.824.000,00 yang terdiri dari realisasi
SP2D Rp605.558.158,00 dan realisasi outstanding sebesar Rp31.650.891,00,
realisasi pengeluaran tersebut dalam rangka membiayai penugasan pengawasan
sebanyak 134 PP.

Rencana dan realisasi anggaran Triwulan | Tahun 2023 berdasarkan bidang

pengawasan disajikan pada Lampiran 4.
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F. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

Realisasi PKPT dan PP Triwulan | Tahun 2023 sebanyak 42 PKPT atau 93,33%
dari 45 PKPT dan 134 PP atau 100,00% dari 134 PP Triwulan | Tahun 2023. Tiga

PKPT belum terealisasi dikarenakan belum ada pedoman dari Rendal.

Dari 42 PKPT dan 134 PP berdasarkan jenis PKPT dapat dirincikan sebagai berikut.

Jumlah
No Jenis PKPT

PKPT| PP
1 | APP 33 116

2 | APPD 3 4

3 | Dukungan Pengawasan 1 1
4 | Non-Prioritas 5 13
Total 42 134

G.Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari pengawasan pada 134 (seratus tiga puluh empat)
PP pada Triwulan | Tahun 2023 sebanyak 3.669 OH (36,19%) dari rencana hari
pengawasan Triwulan |1 10.137 OH.
Perhitungan rasio antara jumlah PFA yang tersedia dengan jumlah HP yang
terealisasi s.d. Triwulan | Tahun 2023 yaitu 68:3.669 atau 1 orang melaksanakan
54 HP.
Realisasi penggunaan hari produktif Triwulan | Tahun 2023 disajikan pada

Lampiran 5.

H.Kendala Pencapaian Target Kinerja dan Strategi Peningkatan Kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

Secara umum capaian IKU, output, PKPT, PP dan Topik Triwulan | Tahun 2023
telah memadai, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat
perhatian dalam pencapaian target kinerja dan strategi peningkatan kinerja, yaitu:
1. Aplikasi Monsima sebagai salah satu tools dalam mengelola data kinerja belum

optimal, yaitu:

a. Kurang aktifnya ketua tim dalam merealisasikan surat tugas pada aplikasi

SIMA-NG.

b. SIMA-NG belum mengakomodasi data kinerja outcome.
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c. Tidak tertibnya dalam menginput data realisasi keuangan pada aplikasi
BISMA-NG.
2. Tidak tertibnya tim dalam menginput penugasan dari perencanaan sampai
dengan pelaporan serta capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Dashboard
Kinerja Perwakilan sebagai aplikasi pendukung data kinerja perwakilan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak Sekretaris
Utama, kami mengucapkan terima kasih.

Panut
NIIP 19750805 199502 1 001
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Lampiran 1/1 -

BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Target, Realisasi, Capaian Kinerja Utama

s.d. Triwulan | Tahun 2023

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Tahun 2023 Triwulan | s.d. Triwulan
ini
1 2 3 4 5 6 7=6/5x100
1 [Meningkatnya Pengawasan 1.1 |Nilai optimalisasi penerimaan daerah |Rupiah (Juta) 407,00 - 0,00%
Pembangunan atas Akuntabilitas yang terealisasi
Keuangan Negara/Daerah 1.2 |Nilai efisiensi pengeluaran negara dan [Rupiah (Juta) 136.270,00 125.880,45 92,38%
daerah
1.3 |Nilai penyelamatan keuangan negara |Rupiah (Juta) 56.684,00 338,44 0,60%
dan daerah
2 |Meningkatnya Pengawasan 2.1 |Persentase hambatan pelaksanaan (%) Persen 85,00 100,00 117,65%
Pembangunan atas pembangunan yang diselesaikan
Pembangunan Nasional 2.2 |Jumlah Kegiatan Pembangunan Kegiatan Prioritas 2,00 - 0,00%
Prioritas Daerah yang Diawasi Daerah
3 |Meningkatnya Kesadaran 3.1 |Persentase rekomendasi strategis (%) Persen 80,00 - 0,00%
perbaikan tata kelola yang ditindak lanjuti
pemerintahan pada K/L/D/BU
yang menjadi tanggung jawab
Perwakilan BPKP
4 |Meningkatnya Pengawasan 4.1 [Jumlah BUMD dengan kinerja sehat |BUMD 3,00 - 0,00%
Pembangunan atas Badan Usaha
4,2 |Jumlah BLUD dengan kinerja sehal BLUD 2,00 - 0,00%
4.3 |Jumlah BUMDes yang mampu BUMDes 40,00 - 0,00%
menyusun laporan
4.4 |Jumlah BUMDes yang memberikan BUMDes 10,00 - 0,00%
kontribusi pada perekonomian desa
5 |Meningkatnya Pengawasan 5.1 |Persentase hasil pengawasan represif |(%) Persen 100,00 100,00 100,00%
Pembangunan atas Efektivitas yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti
Pengendalian Korupsi
5.2 |Persentase hasil Pengawasan (%) Persen 85,00 - 0,00%
preventif dan edukatif yang
dimanfaatkan/ ditindaklanjuti
5.3 |Jumlah Pemda dengan efektivitas Pemda 3,00 - 0,00%
pengendalian korupsi Baik
5.4 [Jumlah Badan Usaha dengan Badan Usaha 1,00 - 0,00%
efektivitas pengendalian korupsi Baik
6 |Meningkatnya Pengawasan 6.1 |Jumlah APIP Provinsi dengan Provinsi 1,00 1,00 100,00%
Pembangunan atas Kualitas Kapabilitas APIP >= Level 3
Pengendalian Intern K/L/P/BU 6.2 |Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan |Kabupaten/Kota 10,00 2,00 20,00%
Kapabilitas APIP >= Level 3
6.3 |Jumlah Provinsi dengan Maturitas Provinsi 1,00 1,00 100,00%
SPIP >= Level 3




6.4 |Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota 12,00 7,00 58,33%
Maturitas SPIP >= Level 3

6.5 |Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Kabupaten/Kota 3,00 - 0,00%
Level 3

6.6 [Jumlah Pemda yang akuntabel dalam |Pemda 7,00 - 0,00%
pengelolaan keuangan dan kinerja
daerah

6.7 |Jumlah Desa yang pengelolaan Desa 25,00 20,00 80,00%
keuangannya akuntabel

6.8 |[Jumlah desa yang menerapkan Desa 25,00 - 0,00%
pengelolaan aset desa secara
memadai

6.9 |Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3|BLU/D 3,00 - 0,00%

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola| 7.1 |Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja  |Skor Skala 100 75,00 - 0,00%
Unit Kerja 7,2 |Nilai SAKIP Unit Kerja Skor Skala 100 82,00 - 0,00%

7.3 |Persentase Efektivitas Pengendalian [(%) Persen 70,00 - 0,00%
Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)

7.4 |Persentase Penyelesaian RTP (MRI [(%) Persen 100,00 - 0,00%
Unit Kerja)

7.5 |Indeks Kualitas Layanan Eksternal Indeks Skala 75,00 - 0,00%
Unit Kerja 100

7.6 |Skor IKPA Unit Kerja Indeks Skala 95,00 100,00 105,26%

100
7.7 |Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja Indeks Skala 80,00 - 0,00%

100
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BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Daftar PKPT, TOPIK dan PP
s.d. Triwulan | Tahun 2023

Lampiran 2/1 -

No | Sasaran Kegiatan IKK Realisasis.d. TW1 |ID PKPT| NAMA PKPT | TO“;IK | NAMA TOPIK | BIDWAS | NAMA PENUGASAN NOMOR ST | TANGGAL ST |
1[Meningkatnya
Pengawasan
Pembangunan atas 1.2 [Nilai efisiensi pengeluaran 20.305.853.000,00 | 113 atas ggaran Pemily 598 |Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu jpp  |Evaluasi atas akuntabilitas pengelolaan anggaran pemilu dan pemilihan tahun 2023)5c g 0o/sT.203/PW20/212023 | 2023-02-20
K negara dan daerah [dan 2024 pada Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur
Negara/Daerah
calp, Evaluasi atas akuntabilitas pengelolaan anggaran pemilu dan pemilihan tahun 2023 - 00
10.318.163.330,00 | 113: F atas F gg: Pemily 598 |Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu PP dan 2024 pada KPU Kabupaten Kolaka Timut PE.09.02/ST-204/PW20/2/2023 2023-02-20
83.959.612.000,00 | 113 atas ggaran Pemil 598 |Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu jpp  |Evaluasi atas akuntabilitas pengelolaan anggaran pemilu dan pemilihan tahun 2023)oc g 0o/sT.197/PW20/212023 | 2023-02-20
dan 2024 pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggar:
1.689.508.000,00 | 113356|P atas f ggaran Pemil] 598 |Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu jpp  |Evaluasi atas akuntabilitas pengelolaan anggaran pemilu dan pemilinan tahun 2023 oc 0 0/ST.199/PW20/2/2023 | 2023-02-20
[dan 2024 pada KPU Kota Kendari
8.320.880.000,00 | 113 atas ggaran Pemil 598 |Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu jpp  |Evaluasi atas akuntabilitas pengelolaan anggaran pemilu dan pemilihan tahun 2023)5c g 0o/sT.108/PW20/212023 | 2023-02-20
dan 2024 pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara
. . . Evaluasi atas akuntabilitas pengelolaan anggaran pemilu dan pemilihan tahun 2023| - 09
1.286.436.000,00 | 113 atas 199 Pemily 598 [Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu PP dan 2024 pada Badan Pengawas Pemilu Kota Kendar PE.09.02/ST-200/PW20/2/2023 2023-02-20
Perpanjangan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan
Nilai penyelamatan keuangan P atas P dan Hambatan Pengendalian Kecurangan dan Hambatan | Tidak Pidana Korupsi Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir di Kawasan - 01
13 negara dan daerah 338,44 | 110106 | - o7 Kelancaran Pembangunan Investigasi Wisata Pantai Nambo Kota Kendari pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota PE.03.02/ST-44/PW20/5/2023 2023-01-20
Kendari Tahun Anggaran 202°
2 [Meningkatnya 2.1 |Persentase hambatan 100,00 | 113313 |Pengawasan atas Reforma Agraria 635  [Reforma Agraria Investigas | /2Uasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Lintas Sekloral atas Program PE.05.02/ST-177/PW20/5/2023 | 2023-02-14
pelaksanaan pembangunan Reforma Agraria pada Kabupaten Konawe Selatar
Pembangunan atas 100,00 | 113313 |Pengawasan atas Reforma Agraria 635 |Reforma Agraria Investigasi | Y2luasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Lintas Sekotral atas Program PE.05.02/ST-176/PW20/5/2023 | 2023-02-14
Reforma Agraria pada Kota Kendari
Nasional 100,00 | 113313 |Pengawasan atas Reforma Agraria 635 |Reforma Agraria Investigasi |EY2/uasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Lintas Sektoral atas Program PE.05.02/ST-175/PW20/5/2023 | 2023-02-14
Reforma Agraria pada Provinsi Sulawesi Tenggar:
5 |Meningkatnya N . . N
Pengawasan Persentase hasil pengawasan o, atas P dan Hambatan Pengendalian Kecurangan dan Hambatan memberikan Keterangan Ahli di hadapan penyidik atas Perkara Dugaan Tindak
P gb W " 5.1 |represif yang 100,00 | 110106 |, § N 597 Kelagncaran Pemban uaan Investigasi |Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahap |, I, Ill Tahun Anggaran  |PE.03.02/ST-33/PW20/5/2023 2023-01-17
embangunan atas dimanfaatkan/ditindaklanjuti 9 2021 pada Desa L i Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara
Pengendalian Korupsi i ahli di Tindak Pidana Korupsi atas Perkara
P atas P dan Hambatan Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT BPD - 01
100,00 | 110106 |, - o7 Kelancaran Pembangunan Investigasi Sultra KCU Kendari Tahun Buku 2021 atas nama terdakwa Sdr. Ahmad Guahir HK.04/ST-51/PW20/5/2023 2023-01-25
Kamaruddin Bin Kamaruddir
ahli di Tindak Pidana Korupsi atas Perkara
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah
atas dan Hambatan Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Irigasi Mowewe | pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungar - 01
100,00 | 110106 |, Pe -F 597 Kelancaran Pembangunan Investigasi Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 atas nama terdakwa Sdr. Pedo HK.04/ST-71/PW20/5/2023 2023-01-31
Ryanto Codda, terdakwa Sdr. Willyanto Bin Tjun Jung Kung, terdakwa Sdr. Muh.
Haris Pasti, S.T., dan terdakwa Syukri Rahmat Moita, S.T.




Lampiran 2/2 -

AhlidiF Tindak Pidana Korupsi atas Perkara
atas dan Hambatan Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan|
100,00 | 110106 |, b 597 Kelagncaran Pemban uﬁan Investigasi |Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten |HK.04/ST-215/PW20/5/2023 2023-02-23
' 9 Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 dan 2018 atas nama terdakwa Sdr. Arafah
Alias Tere Bin Darise
ian K Anli di i Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilarf
100,00 | 110106 P atas dan Hambatan 507 Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Investigasi Negeri Kendari atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dang HK-.04/ST-244/PW20/5/2023 2023-03-03
! K Kelancaran Pembangunan 9 Daerah Bank Rakyat (BPR) Baubau atas :
nama Terdakwa Sdr. Abdul Kadit
Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilar
Negeri Kendari atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Kegiatan Hibah
atas dan Hambatan Pengendalian Kecurangan dan Hambatan i Sistem Air Limbah Domestik Setempat
100,00 | 110106 | b, 597 Kelagncaran Pemban uﬁan Investigasi |(SPALD-S) yang berasal dari Anggaran DAK Afirmasi Sanitasi Pembangunan HK.04/ST-241/PW20/5/2023 2023-03-03
' 9 Tangki Septik Skala Komunal yang melekat pada DPA-DPPA SKPD Dinas PUPRP
[dan KP Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020 atas nama terdakwa Sdr.
Hamka
6 |Meningkatnya .
Pengawasan 6.7 |Jumiah Desa yang pengelolaan | 1, noqy oitim 113334 |/ atas ! 542 |Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa App  |Monitoring evaluasi tata kelola perencanaan pembangunan desa triwulan 12023 | oe 41 0/ST.167/PW20/3/2023 13/02/2023
o atas keuangannya akuntabel Desa pada pemerintah kabupaten Kolaka Timur
Kuallitas Pangendalian 10 Desa Koltim 113335 |P atas Desa 651 | Akuntabillitas Keuangan Desa App  |Monitoring evaluasi tata kelola akuntabilitas keuangan desa triwulan 12023 pada | oe 44 02/ST.166/PW20/3/2023 13/02/2023
Intern K/L/P/BU I_E Kolaka Timut
" atas Evaluasi atas g Qi i i dan Daya Saing UMKM -
10 Desa Koltim 113334 Desa 542 |Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa APD Desa Triwulan | Tahun 2023 di Kabupaten Kolaka Timu PE.09.02/ST-165/P'
. atas Monitoring dan Evaluasi strategi daya saing
10 Desa Koltim 113334 ;:)esa " 542  |Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa APD i dan iwis tahun 2023 di PE.11.02/ST-164/PW20/3/2023 13/02/2023
kolaka Timur
10 Desa 113335 |P atas Desa 651 | Akuntabillitas Keuangan Desa APD ';";"a'“’”"g Evaluasi tata Ke"’;ﬁ"ﬁ:un"ab""‘as keuangan desa triwulan 12023 |5e 14 05/ST.161/PW20/3/2023 13/02/2023
10 Desa Bombana | 113334 atas 542 |Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa app  [Monitoring evaluasi tata kelola perencanaan pembangunan desa triwulan 12023 oe 14 02/sT.160/P
Desa pada pemerintah kabupaten Bombana
Monitoring dan evaluasi strategi daya saing
10 Desa 113335 |P atas Desa 651 Akuntabillitas Keuangan Desa APD pembangunan infrastruktur destinasi wisata dan dukungan pengembangan PE.11.02/ST-158/PW20/3/2023 10/02/2023|
ariwisata desa wisata di kabupaten Bombana tahun 202t
10 Desa 113335 |P atas Desa 651 | Akuntabillitas Keuangan Desa APD gg;'aus:'d';e"'"gka."a" produktivitas é’:z‘s:x: saing UMKM desa triwulan I Tahun | g 02/5T_157/PW20/3/2023 10/02/2023
Kualitas | 7.6 _[Skor IKPA Unit Kerja 100,00 |




BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Target, Realisasi, Capaian Kinerja Output dan Anggaran

s.d. Triwulan | Tahun 2023

Lampiran 3/1 -

NO NOMENKELATUR FISI ANGGARAN STATUS PELAKSANAAN STATUS PERMASALAHAN
KOMPONEN Satuan | Vol. |Reali: % Alokasi Reali: % Status Keterangan Progres | KEMANFAATAN Kategori Keterangan
3701.FAG.711 - Rekomendasi Hasil Terdapat Realisasi Belania
1|Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Laporan | 2 1 50,00 150.000.000 20.628.049,00 13,75 |Pelaksanaan N p . ) 50,00 |Sudah Tidak Ada Permasalahan
N X Perjalanan Dinas
Pelaporan, dan Tindak Lanjut
3701.FAG.U11 - Rekomendasi Hasil Terdapat Realisasi Belania
2|Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Laporan | 5 3 60,00 223.240.000 86.197.000,00 | 38,61 |[Pelaksanaan X P . ) 60,00 |Sudah Tidak Ada Permasalahan
Perjalanan Dinas
Negara. Negara dan Desa
3701.FAG.U31 - Rekomendasi Hasil
Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan |, o | 4 0 - 139.520.000 27.769.500,00 | 19,90 |Belum Pelaksanaan ~|CouM Terdapat Realisasi - |Belum Tidak Ada Permasalahan
Negara/Daerah yang Dipisahkan dan Belanja Perjalanan Dinas
BLU/BLUD
8701.FAG.028 - Rekomendasi Hasil Laporan | 26 9 34,62 1.110.056.000 176.185.000,00 | 15,87 |Pelaksanaan Terdapat Realisasi Belania| 34 45 |,4an Tidak Ada Permasalahan
Pengawasan Strategis Nasional/Daerah Perjalanan Dinas
3701.UAG.U21 - Rekomendasi Hasil Terdapat Realisasi Belania
5|Pengawasan atas Sektor Pengembangan Laporan | 9 2 22,22 376.704.000 18.104.000,00 4,81 Persiapan X P . ) 22,22 |Sudah Tidak Ada Permasalahan
. Perjalanan Dinas
Sumber Daya Manusia
3701.UAG.U22 - Rekomendasi Hasil Terdapat Realisasi Belania
6|Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Laporan | 6 1 16,67 188.352.000 41.862.837,00 22,23 |Persiapan N p . ) 16,67 |Sudah Tidak Ada Permasalahan
L Perjalanan Dinas
Konektivitas
3701.UAG.U23 - Rekomendasi Hasil Terdapat Realisasi Belania
7|Pengawasan atas Sektor Pembangunan Laporan | 5 5 100,00 172.656.000 48.076.000,00 [ 27,84 |Selesai X P . ) 100,00 |Sudah Tidak Ada Permasalahan
Ekonomi Perjalanan Dinas
3701.UAG.U27 - Rekomendasi Hasil Belum Terdapat Realisasi
8|Pengawasan atas Sektor Pembangunan Laporan | 2 0 - 115.200.000 - 0,00 |Belum Pelaksanaan . N P X - |Belum Tidak Ada Permasalahan
Belanja Perjalanan Dinas
Daerah
3701.UAG.U41 - Rekomendasi Hasil Laporan | 2 1 50,00 39.240.000 1.200.000,00 | 3,06 |Persiapan Terdapat Realisasi Belanja 50,00 |Sudah Tidak Ada Permasalahan
Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan Perjalanan Dinas
3701.UAG.U52 - Rekomendasi Hasil Terdapat Realisasi Belania
10|Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas|Laporan | 15 1 6,67 1.127.136.000 165.415.772,00 14,68 |Persiapan N p . ) 6,67 |Sudah Tidak Ada Permasalahan
X X Perjalanan Dinas
Pengendalian Intern Pemerintah Daerah
3701.UAG.U53 - Rekomendasi Hasil Terdapat Realisasi Belania
11|Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas|Laporan | 4 0 - 117.720.000 20.120.000,00 17,09 |Belum Pelaksanaan N P . ) - |Belum Tidak Ada Permasalahan
X Perjalanan Dinas
Pengendalian Intern Badan Usaha
12|3676.EBA.962 - Layanan Umum layanan | 1 | 0,25 25,00 525.760.000 114.648.155,00 | 21,81 |Persiapan g:::sga‘ realisasi belanja 25,00 |Sudah Tidak Ada Permasalahan
Terdapat realisasi
. pembayaran gaji, .
13|3676.EBA.994 - Layanan Perkantoran layanan 1 0,25 25,00 18.391.830.000 3.885.278.959,00 | 21,13 |Persiapan X 25,00 |Sudah Tidak Ada Permasalahan
tunjangan, uang makan
dan lembur
14|3767.EBB.951 - Layanan Sarana Internal  |Unit 27| 6,75 25,00 133.700.000 75.427.186,00 | 56,42 |Pelaksanaan g:::sga‘ realisasi belanja 25,00 |Sudah Tidak Ada Permasalahan
Total 109 | 30,25 27,75 22.811.114.000 4.680.912.458,00 20,52 29,66




BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Realisasi Output per Topik
s.d. Triwulan | Tahun 2023

Lampiran 3.2/1 -

No |ID TOPIK Nama Topik TW1 | TW2 ( TW3 | TW4 Bidang RO Keterangan
1 804 |Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan 1 - - - 3701.FAG.711 - Rekomendasi Hasil Koordinasi
Pelaporan (PAEP dan P3A) P3APIP Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak
Lanjut
2 536 [Peningkatan Kualitas Perencanaan dan 1 - - - APD 3701.FAG.U11 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
Penganggaran Pemerintah Daerah atas Akuntabilitas Keuangan Negara. Negara dan
Desa
3 632 [Percepatan Penyerapan Anggaran dan 1 - - - APD 3701.FAG.U11 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas Akuntabilitas Keuangan Negara. Negara dan
Daerah Desa
4 651 [Akuntabillitas Keuangan Desa 1 - - - APD 3701.FAG.U11 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
atas Akuntabilitas Keuangan Negara. Negara dan
Desa
5 515 [Bauran Program Kesejahteraan Sosial 1 - - - PP 3701.FAG.028 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
Strategis Nasional/Daerah
6 531 [Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI) 1 - - - 3701.FAG.028 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
PP Strategis Nasional/Daerah
7 645 [Penyediaan Infrastruktur Pusat Data 1 - - - 3701.FAG.028 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
Nasional PP Strategis Nasional/Daerah
8 541 [Efektivitas Pengendalian Inflasi Daerah 1 - - - 3701.FAG.028 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
APD Strategis Nasional/Daerah
9 542  [Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan 1 - - - 3701.FAG.028 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
Desa APD Strategis Nasional/Daerah
10 595 [Pengelolaan Risiko Sektor Strategis 1 - - - APD 3701.FAG.028 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
Nasional Strategis Nasional/Daerah
11 635 |Reforma Agraria 1 - - - 3701.FAG.028 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
INVES Strategis Nasional/Daerah
12 598 [Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran 1 - - - PP 3701.FAG.028 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
Pemilu Strategis Nasional/Daerah
13 598 [Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran 1 - - - INVES 3701.FAG.028 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
Pemilu Strategis Nasional/Daerah
14 511 [Akuntabilitas penanganan Covid-19 1 - - - 3701.UAG.U21 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
PP atas Sektor Pengembangan Sumber Daya
Manusia
15 511 [Akuntabilitas penanganan Covid-19 1 - - - 3701.UAG.U21 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
APD atas Sektor Pengembangan Sumber Daya
Manusia
16 772 |Pengawasan Proyek Strategis Nasional 1 - - - PP 3701.UAG.U22 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
(Triwulanan) atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas
17 552  [Akses Permodalan UMKM 1 - - - AN 3701.UAG.U23 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
atas Sektor Pembangunan Ekonomi
18 554 |[P3DN 1 - - - INVES 3701.UAG.U23 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
atas Sektor Pembangunan Ekonomi
20 560 [Strategi Pengembangan Daya Saing 1 - - - IPP 3701.UAG.U23 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
Pariwisata atas Sektor Pembangunan Ekonomi
21 561 [Pembangunan Infrastruktur Destinasi 1 - - - IPP 3701.UAG.U23 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
Pariwisata (DPSP dan KSPN) atas Sektor Pembangunan Ekonomi
22 562 [Dukungan Pengembangan Pariwisata 1 - - - IPP 3701.UAG.U23 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
atas Sektor Pembangunan Ekonomi
23 597 [Pengendalian Kecurangan dan Hambatan 1 - - - INVES 3701.UAG.U41 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
Kelancaran Pembangunan atas Pengendalian Kecurangan
24 829 |[Pengawasan atas Pengendalian Intern Tata 1 - - - APD 3701.UAG.U52 - Rekomendasi Hasil Pengawasan
Kelola Desa Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian
Intern Pemerintah Daerah
Total 23




BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Target, Realisasi, Capaian Topik, PKPT, PP
s.d. Triwulan | Tahun 2023

Lampiran 4

No

Bidang

Target Triwulan |

Realisasi Triwulan |

% Capaian

Topik

PKPT

PP

Topik

PKPT

PP

Topik

PKPT

PP

Anggaran

Realisasi

SP2D

Outstanding

Total

Penyerapan
Anggaran (%)

Koordinator Pengawasan
Kelompok JFA Bidang
Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat

14

14

35

11

1"

35

78,57%

78,57%

100,00%

1.005.881.000,00

159.632.837,00

9.495.267,30

169.128.104,30

16,81

Koordinator Pengawasan
Kelompok JFA Bidang
Akuntabilitas Pemerintah

13

15

46

13

14

46

100,00%

93,33%

100,00%

1.526.710.000,00

270.069.772,00

22.155.623,70

292.225.395,70

19,14

Koordinator Pengawasan
Kelompok JFA Bidang
Akuntan negara

20

20

175,00%

200,00%

100,00%

394.019.000,00

61.389.500,00

61.389.500,00

15,58

Koordinator Pengawasan
Kelompok JFA Bidang
Investigasi

20

20

71,43%

62,50%

100,00%

383.578.000,00

53.640.000,00

53.640.000,00

13,98

Koordinator Pengawasan
Kelompok JFA Bidang
Program dan Pelaporan
serta Pembinaan APIP

13

13

100,00%

100,00%

100,00%

449.636.000,00

60.826.049,00

60.826.049,00

13,53

Total

41

45

134

39

42

134

95,12%

93,33%

100,00%

3.759.824.000,00

605.558.158,00

31.650.891,00

637.209.049,00

16,95




BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Target dan Realisasi PP dan HP
s.d. Triwulan | Tahun 2023

Lampiran 5

ID PKPT Rencana s.d. TWini paian
Bidang TW 1 PP HP HP PP HP HP

IPP 113356 7 165 7 279 7 279 169,09
IPP 110860 4 55 4 368 4 368 669,09
IPP 112784 3 110 3 161 3 161 146,36
IPP 113337 1 72 1 126 1 126 175,00
IPP 113338 1 72 1 129 1 129 179,17
IPP 113345 1 144 1 55 1 55 38,19
IPP 113347 2 55 2 76 2 76 138,18
IPP 113348 1 55 1 20 1 20 36,36
IPP 113354 1 55 1 129 1 129 234,55
IPP 113480 12 1.980 12 553 12 553 27,93
IPP 113810 2 110 2 110 2 110 100,00
APD 109956 1 56 1 13 1 13 23,21
APD 109981 1 141 1 35 1 35 24,82
APD 110293 8 1.152 8 167 8 167 14,50
APD 110838 2 56 2 26 2 26 46,43
APD 110846 11 68 11 134 11 134 197,06
APD 110851 1 280 1 14 1 14 5,00
APD 113318 1 220 1 25 1 25 11,36
APD 113333 3 106 3 55 3 55 51,89
APD 113334 4 140 4 94 4 94 67,14
APD 113335 4 184 4 82 4 82 44,57
APD 113479 4 1.100 4 16 4 16 1,45
APD 113828 2 36 2 18 2 18 50,00
APD 114074 2 55 2 14 2 14 25,45
APD 115050 2 280 2 20 2 20 7,14
AN 113220 3 468 3 37 3 37 7,91
AN 113297 1 51 1 8 1 8 15,69
AN 113298 1 37 1 5 1 5 13,51
AN 113300 7 72 7 43 7 43 59,72
AN 113301 2 275 2 18 2 18 6,55
AN 113303 4 144 4 27 4 27 18,75
AN 113310 1 72 1 13 1 13 18,06
AN 114098 1 26 1 20 1 20 76,92
INVESTIGASI 110106 7 140 7 23 7 23 16,43
INVESTIGASI 113313 3 70 3 45 3 45 64,29
INVESTIGASI 114483 6 165 6 114 6 114 69,09
INVESTIGASI 114849 1 52 1 16 1 16 30,77
INVESTIGASI 112781 3 72 3 60 3 60 83,33
P3APIP 108947 9 1.296 9 343 9 343 26,47
P3APIP 113340 2 108 2 112 2 112 103,70
P3APIP 113341 1 324 1 48 1 48 14,81
P3APIP 1707 1 18 1 18 1 18 100,00
TAL 134 10.137 134 3.669 134 3.669 36,19
apd 18 39,61
ipp 18 111,44
an 1 15,55
p3a 9 57,89
inves 12 21,50
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